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Pada hari iiri6a.*ia, taiegalAiahhdan Juni tahun lhra Ribu dua dua bertempat di
- Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Dr. Syamsul HaIing.,SH.,MH Direktur Pasca Sarjana Universitas
Muhammadiya Palu, yane
berkedudukan dan berkantor di
Jalan H Rusdi Toana No. 1A,
Kelurahan Talise Kecamatan
Mantikulore, dalarn hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Palu, yang
selanjutnya disebut PIHAB
XESATU

II.BUDI ARGAP SITIJNGKIR,A,Md.LP.,S.H.,M.H.: Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukurn dan HAM Sulawesi Tengah,
yang berkedudukan dan berkantor
di Jalan Dewi Sartika No,23 Palu,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republift
Indonesia, yang selanjutnya
disebut PIHAII XXDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIIIAK sepakat untuk menaldatangani Kesepakatan Bersama ini dan
melakukan kerjasama dalam pembangunal nasional khusunya dibidang hukum dan
Kekayaan Intelekttral, dengan ketentuan sebegai berikut:
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Pasal I
DASAR NOTA KESEPAHAMAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (l,embaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan [cmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembarart

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahal Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3886);
3. Undang-Unda-ng Nomor 3O Tahun 200O tentang Rahasia Dagang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 242, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri [Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4045);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOO tentang Desain Tata Letak Sirkuil
Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 244,
Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4O46);

6. Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tenta.ng Keimigrasian (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 5216);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20ll tentang Bantuan Hukum (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan Tinggi
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2O04 tentang Jabatan Notaris (Iembaran Negara Republik
krdonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O14 tentang Hak Cipta (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 266, Tambahal Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5599);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O16 tentang Paten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5922);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogralis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undalg-Undang
Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2O15 tentang Keikutsertaan Perancaag
Peraturan Pemndang-Undangal Dalam Pembentukan Peraturan Pen-rndang-
Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15
Nomor 186, Tambal:an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.23 Tahun 2O19 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.19 Tahun 2Ol8
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Pasal 2
UAKSIID DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikal potensi masing-
masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Keq'a Sama
kegiatan Penyelenggaraan fasilitas pendaftaran Kekayaan Intelektual dan
Tridharma Perguruan Tinggi serta MBKM.

2. Ttrjuan kesepa-katan bersama ini meningkatkan pela-ksalaan program-program
peningkatan Kesadaran hukum kepada masyarakat, Pelayanan Keimigrasian dan
Penyelenggaraan sosialisasi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual serta
Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Hukum Umum dal Tridharma
Perguruan Tinggi serta MBKM khususnya di bidang penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, praldikum malrasiswa, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah
lainnya.

Pagal 3
RUAIYG LINGKI'P

Ruang linglup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

l. Peningkatan TYidharma Pergurual Tinggi meliputi:
a. Pendidikan dan pengajaran;
b. Penyelenggaraan kolaborasi penetitian;
c. Penyelenggaraan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat;
d. Praktikum mahasiswa;
e. Magang mahasiswa;
f. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian llmiah, seminar, dan lokakarya;
g. Penyelenggaraan kegiatan MBKM;dan
h. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

2. Peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia melalui:
a. Penlnrluhan hukum kepada masyarakat;
a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat;
b. Penyelenggaraan Pembinaaa Warga Binaan Pemasyarakatan;
c. Pengembangan Pendidikan umum Warga Binaan Pemasyarakatan;dan
d. Penyelenggaraan Latihan Kerja Prodr.rksi Warga Binaan pemasyarakatal

3. Peningkatan pemahaman dan pemalfaatan potensi kekayaan intelektual melalui
pemberdayaan klinik kekayaan intelekhral;



'a.Penyelenggaraan Sosialisasi Kekayaan Intelektual;
b.Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelekhral;dan
c. Penerbitan Sertilikat dan surat pencatatan Kekayaan Intelektual (KI)

Pelaksalaan Kerja Sama di bidang Imigrasi melalui:
a. Penerbitan izin Keimigrasian bagi mahasiswa asing, tenaga pengajar dan orang

Asing yang melakukan kegiatan di Pascasarjana Universitas Muhammadiya-h
Palu ;

b. Pengawasan orang asing bagi mahasiswa asing, tenaga pengajar asing dan
oralg asing di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah PaIu; dan

c. Pelayanan Izin keimigrasial berupa penerbitan paspor RI.
Pengkajian dan penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia,
Peningkatan pemahaman dan pemanfaat pelayanan Administrasi Hukum Umum.
Peningkatal kompetensi dal pengembangan srrmber daya manusia yang berada
pada lingkungan PARA PIHAI( melalui:
a. Pertukaran data dan informasi; dan
b. Pemberdayaan sarana dal prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHIII(.

Paral 4
PEREI|CAI|AAI{ DAIT PEI.AI(SAITAAIT IIER.'A SAUA

Pasal 5
PETBIAYAAN

(4) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang
disepalati dalam kesepalatan bersama ini akan diatur dalam Pe{anjian Kerja
Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6
JANGIIA WAI(TU

1. Kesepakataa bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpaljang atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan bersama PARA PIIIAK yang dibuat secara tertulis;
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(1) Kesepakatal bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui
penandatanganan Perjanjian Ke{a Sama antara PARA PIHAK atau wakil yanE
ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimalsud
pada Pasal 3 Kesepakatan ini.

(2) Kesepakatan bersarna seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan
disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal
5.

(3) Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama Pelal<sanaan Kerja Sama
yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) dapat dilaksanakan walaupun melebihi
batasan waktu yang telah ditentukar pada Pasal 6 sesuai hasi.I evaluasi tersebut
akan digunakan sebagai masukan bagi perencana:rn program kerja selanjutnya.



2. iangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA

PIHAK secara bersama-sama a-kan menindaldanjuti kesepakatal bersama ini
dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu
paling larnbat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepa-katan Bersama ini,
apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklartjuti dengan
pembuatan perjanjian kerja sama, maka Kesepakatan Bersama ini akan batal
dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah teq'adi.

3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka
waktu pembuatan pe{aljial kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk
jangka wal<hr 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepalatan perpaljangan
tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat f (satu)
bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).

4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini,
maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada
PIFIAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bu-lan sebelum jangka walrhr
Kesepakatan Bersama ini berakhir.

5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :

a- Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangaa yang secara khusus
mengatur dan bertentengan dengan ruang iingkup Kesepakatan Bersama.

b. Tidak tercapainya tujual PARA PIFIAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentual Pasal 6 y"ng menyebabkan

tidak memung!<inkannya PARA PIIIAK atau salah satu PIHAK melangsungkan
Kesepakatan Bersama ini.

6. Dalam hal kesepakatal bersama ini beralhir dan tidak diperpaljang lagi atau
diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka
pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhimya perjanjian-
perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama
kri sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK
sebagaimana diatur dalam perjanjial kerja sama.

Pasal 7
ITTAI'AAN MEIf,AI(SA |FIOP:CE A*IEANNI

(1) PIHAK IIESATII DAII PIHAIT IIEDUA tidak bertanggung jawab atas dda}
terlaksananya atau gagal da.lam memenuhi kesepakatal bersama ini, bait
langsung maupun tidak langsung dikarena-kan oleh keadaan memaksa (Force

Majeure), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam,
kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatal<an)
pembrotakan, revolusi, makar. Huru-hara, teorisme, dan/atau wabah/epidemic
yang diketahui secara luas.

(2) Jika PIEAI( I(EDUA tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama karena
mengalami atau dipengaruhi oleh Force Majeure, maka Pihak yang mengalami
Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Force Majeure.

(3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAII XEDUA sebagai
akibat terjadi Force Majeure bukan merupakan targgungiawab PIIIAI( XESATU,
demikian pula sebalilmya. 
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Pasal 8
I{ERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepalat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal
yalg berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dan yang
semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan
maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaaa suatu ketentuan peraturan penrndang-
undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh
data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dal tidak akan memberikan
kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terhrlis dari PIHAK lainnya,

Perd 9
PEIVYELTSAIAI{ PERSELISIEAI{

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan
pelaksalaan Kesepakatar Bersama ini, akan diselesaikan melalui musyawarair
mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasd 1O

I,AIIT L/U!I

(1) Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam
Kesepakataa Bersama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan pARA
PIHAK dan akan diatur kemudial berupa addendum yang merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2)Perubahan lamandemenl dan/atau penambahan laddenduml Kesepakatan
Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan atas persetujuan
PARA PIHAK.
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Perrl 11
PETUfi'P

Pe{anjian Kerja Sama dari kesepakatan bersama ini dibentuk paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak kesepakatan bersama ini ditandatangani.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA plltA$
dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yeng sama setelah ditandata.ngani oleh pARA PIIIAII.

PTHAX KEDUA, PIIIAIT IiESA'fU,
DIREKTUR PASCASARJANAKEPAI.A KANTOR KEMENTERIAN

HUKUM DAN I TENGAH UNIVERSITAS tYAH

:
E
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Budt Argap .P.,S.H., U.E,. Dr Haling.,SH.,MH
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